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BUPATI BATANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI BATANG 

NOMOR 20 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 21 TAHUN 
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BATANG, 
 

Menimbang : a. bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan 
jabatan yang strategis dalam pengambilan kebijakan 
perangkat daerah dan berperan penting dalam 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; 

b. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan pimpinan 
tinggi pratama maka perlu menunjuk pelaksana tugas 
atau pelaksana harian yang kondisi kerja dan beban 
kerjanya sama dengan pratama definitif sehingga perlu 
menambah tambahan penghasilannya; 

c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pemberian 
tambahan penghasilan bagi pelaksana tugas atau 
pelaksana harian jabatan pimpinan tinggi pratama agar 
sesuai dengan beban kerja dan kondisi kerja, maka 
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 21 
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang 
perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 21 Tahun 2021 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Batang. 
 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
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Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati: 
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a. Nomor 45 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 
Nomor 45); 

b. Nomor 62 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 
Nomor 62); 

c. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 
9); dan 

d. Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 
Nomor 11) 

diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. 

6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada 
PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalan suatu satuan 
organisasi. 

8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat 
sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan 
wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif 
berhalangan sementara. 

9. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat 
sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan 

wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif 
berhalangan sementara. 

10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan 
fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar 
pemberian besaran tunjangan. 

11. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas 
jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

12. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan 
secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut 
sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk 
menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. 

13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan 
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan 
terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. 
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15.  Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang 
menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi 
serta mandat (Core Business) yang diemban. 

16. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang 

menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas 
jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan. 

17. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang 
ditetapkan dalam indikator kinerja. 

18. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada 
PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara 
terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak 
sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. 

19. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang 
melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, 
dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. 

20. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami 
sakit lebih dari 2 (dua) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu( 
tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Batang. 

 
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) 

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 15 

(1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap 
sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% 
(dua puluh perseratus) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt atau 
Plh pada Jabatan yang dirangkapnya. 

(2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima 
TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari 
TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang 

dirangkapnya. 

(3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap 
atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh 
hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi. 

(3a) Jabatan pimpinan tinggi pratama dengan kelas jabatan 13 (tiga belas) 
yang merangkap Plt atau Plh jabatan 1 (satu) tingkat di atas jabatan 
definitifnya menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% (dua puluh 
perseratus) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt atau Plt pada 
Jabatan yang dirangkapnya. 

(4) TPP PNS tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh 
dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh. 

(5) Pemberian TPP bagi Plt atau Plh sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (3a) yang menjabat dalam rangka waktu paling 
singkat 1 (satu) bulan kalender. 
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Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

 
 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 13 Mei 2022 

 
BUPATI BATANG,  

 
ttd 

 
WIHAJI 

 
 
 

Diundangkan di Batang 

pada tanggal 13 Mei 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 
 
       ttd 
 

LANI DWI REJEKI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 20

HKM
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008


